
SALINAN 

TENTANG 

TATA KEARSIPAN DAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata 

Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota 

Surabaya, telah ditetapkan Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Surabaya Nomor 91/WK/1981 tentang 

Ketentuan-ketentuan mengenai   Tata   Kearsipan 

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya; 

b. bahwa dalam rangka peningkatan dan evaluasi

pelaksanaan tata kearsipan di lingkungan

Pemerintah Kota Surabaya, maka Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Surabaya Nomor 91/WK/1981 tentang

Ketentuan-ketentuan mengenai   Tata   Kearsipan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang  Tata

Kearsipan dan Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1950 Nomor 45)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 93 TAHUN 2022 
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  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015                  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 186); 
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 

2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1953);  
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  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

  9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 
 

  10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);  

 
  11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 3); 

 

  12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 

 

  13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 
2021 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya 

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 
86). 

   

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA 

KEARSIPAN DAN KLASIFIKASI ARSIP DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah adalah Kota Surabaya. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Surabaya. 

  3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 

  4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya 

  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

  6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan 
arsip. 

  7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa 

dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 

  8. 

 

 

Arsip Dinamis  adalah arsip yang digunakan 

secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip 
dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

  9. Arsip Aktif adalah arsip yang masih arsip    yang    

frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus 
menerus. 

  10. Arsip Inaktif adalah arsip   yang   frekuensi 

penggunaannya telah menurun. 

  11. Arsip  statis  adalah  arsip  yang  dihasilkan  oleh 

pencipta arsip karena memiliki nilai guna 
kesejarahan, telah habis retensinya, dan 

berketerangan dipermanenkan yang telah 

diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 
dan/atau lembaga kearsipan. 

  12. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai 

kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan 
fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang 
pengelolaan arsip dinamis. 

  13. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta 

arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 

  14. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta 

arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 
dalam penyelenggaraan kearsipan. 
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  15. Klasifikasi Arsip adalah penggolongan arsip yang 

didasarkan masalah yang dimuat di dalamnya 
dan merupakan pedoman untuk pengaturan, 
penataan, dan penemuan kembali arsip. 

  16. Klasifikasi Masalah adalah penggolongan arsip 

yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat 
di dalam arsip. 

  17. Kode Klasifikasi Arsip adalah merupakan bagian 

dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda 
pengenal urusan dalam bentuk angka yang 

berfungsi sebagai penuntun terhadap letak 
berkas di tempat penyimpanannya. 

  18. Kode Komponen adalah tanda pengenal 

komponen unit pengolah yang mengolah atau 

menangani naskah dinas dan ditulis dengan 
huruf ditempatkan di belakang nomor urut. 

  19. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang 

tidak dapat dipakai tersendiri yang merupakan 

bentuk penyajian dari masalah tertentu yang 
merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan 

dengan masalah lainnya dan ditulis ditambahkan 

di belakang kode yang memerlukan perincian 
lebih lanjut. 

  20. Nomor Urut adalah nomor urut naskah dinas 

yang dimulai dengan angka 01 dan seterusnya 
sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah 

dinas, meliputi permulaan tahun dan nomor urut 

dan nomor urut dimulai kembali dengan angka 
01. 

  21. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke 

dalam suatu himpunan  yang  tersusun  secara  

sistematis  dan  logis sesuai dengan kontteks 
egiatannya sehingga menjadi satu berkas karena 

memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis 
atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.  

  22. Berkas  adalah  himpunan  Arsip  yang  

disatukan  karena memiliki  keterkaitan  dalam  

suatu  konteks pelaksanaan kegiatan dan 
memiliki kesamaan jenis kegiatan/peristiwa 
dan/atau kesamaan masalah. 

  23. Isi  Berkas  adalah  satu  atau  beberapa  item  
Arsip  yang merupakan informasi dari berkas 

kegiatan/peristiwa, yang mencerminkan 
penyelesaian program/kegiatan. 

  24. Indeks  adalah  tanda  pengenal  Arsip  atau 

judul berkas Arsip (kata tangkap) yang berfungsi 

untuk membedakan antara berkas Arsip yang 

satu dengan berkas Arsip yang lain dan  sebagai  
sarana  bantu  untuk  memudahkan penemuan 
kembali Arsip 

  25. Folder  adalah wadah untuk menyimpan 

naskah-naskah transaksi. 
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  26. Guide/Sekat adalah pembatas/penyekat antara 

kelompok berkas yang satu dengan berkas yang 

lain atau penunjuk antara kode yang satu 
dengan yang lain sesuai dengan pembagian. 

  27. Out Indicator adalah alat yang digunakan untuk 

menandai keluarnya Arsip dari laci atau Filing 
Cabinet. 

  28. Tunjuk Silang adalah sarana bantu penemuan 

kembali untuk menunjukkan adanya Arsip    
yang   memiliki hubungan antara Arsip yang 

satu dengan Arsip yang lain atau yang memiliki   

nama berbeda   tetapi   memiliki pengertian yang 

sama atau untuk menunjukkan tempat 
penyimpanan Arsip yang berbeda karena 
bentuknya yang harus disimpan terpisah. 

  29. Pelabelan adalah realisasi dari kegiatan 

penentuan indeks dan kode. 

  30. Petugas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang 
mendapat tugas dari pimpinan pencipta arsip. 

   

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya  Peraturan Walikota tentang 

Tata Kearsipan dan Klasifikasi Arsip adalah sebagai 

acuan bagi Perangkat Daerah  di lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pengelolaan 
arsip. 

 

Pasal  3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Tata 

Kearsipan dan Klasifikasi Arsip adalah terlaksananya 
pemberkasan dan penataan arsip dinamis secara 
efektif dan efisien. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Walikota tentang Tata 
Kearsipan dan Klasifikasi Arsip meliputi: 

a. Penyelenggaraan Tata Kearsipan; dan  

b. Klasifikasi Arsip. 
 

Pasal 5 

(1) Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan tata kearsipan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing; 

(2) Penyelenggaraan Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai perkembangan dan 

kemajuan teknologi melalui sistem informasi 
kearsipan terintegrasi yang digunakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(3) Pembinaan,  bimbingan  dan pengawasan  terhadap  

pelaksanaan  Tata Kearsipan dan pengembangan sistem 

kearsipan menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN 

Pasal 6 

Penyelenggaraan Tata Kearsipan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: 

a.  Pengendalian Naskah Dinas; 

b. Penggunaan Arsip; 

c. Pemeliharaan Arsip Aktif;  

d. Pemeliharaan Arsip Inaktif; dan  

e. Penyusutan Arsip. 

 

Bagian Kesatu 

Pengendalian Naskah Dinas  

Pasal 7 

(1) Pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a merupakan proses 
penciptaan arsip  yang meliputi  kegiatan  
mengatur dan mendokumentasikan proses : 

a. penerimaan naskah dinas masuk; dan 

b. pembuatan naskah dinas keluar. 

(2) Pengendalian naskah dinas wajib   dilakukan   oleh   
petugas; 

(3) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan cara 
diregistrasi dan didistribusikan kepada pihak yang 
berhak secara cepat, tepat, lengkap dan aman. 

 

Bagian Kedua 

Penggunaan Arsip 

Pasal 8 

(1) Penggunaan  Arsip  sebagaimana  dimaksud  

dalam  Pasal  6  huruf  b diperuntukkan bagi 
Pemerintah dan masyarakat  untuk  memenuhi  

kepentingan  dalam  kegiatan  perencanaan,  

pengambilan keputusan, layanan kepentingan 
publik, perlindungan hak, atau penyelesaian 
sengketa; 

(2) Tanggung jawab penggunaan arsip sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) oleh: 

a. pimpinan unit pengolah untuk arsip aktif; dan 

b. pimpinan unit kearsipan untuk arsip inaktif. 

(3) Penggunaan arsip sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan sistem klasifikasi keamanan 
dan akses arsip. 

 

Pasal 9 

(1) Penggunaan  arsip  sebagaimana  dimaksud  

dalam  Pasal  6  huruf  b adalah meliputi kegiatan 
peminjaman arsip;  

(2) Kegiatan peminjaman arsip harus dilakukan 

pengendalian dengan cara diregistrasi dan kontrol 
terhadap arsip pada saat digunakan sampai 
dengan arsip dikembalikan; 
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(3) Peminjaman arsip  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (2) menggunakan prasarana dan sarana serta  

mekanisme  penggunaan  berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

 

Bagian Ketiga 

Pemeliharaan Arsip Aktif 

Pasal 10 

(1) Pemeliharaan   Arsip   Aktif   sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menjadi   

tanggung   jawab pimpinan unit pengolah pada tiap 
Pencipta Arsip; 

(2) Pemeliharaan  Arsip  Aktif  dilakukan  melalui  

kegiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip 
Aktif yang dilaksanakan baik secara manual 

maupun secara elektronik menggunakan sistem 

informasi kearsipan terintegrasi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(3) Pemeliharaan  Arsip  Aktif  sebagaimana  dimaksud  
pada ayat (2) menggunakan prasarana dan sarana 
kearsipan sesuai dengan standar. 

 

Pasal 11 

(1) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan terhadap Arsip 
yang dibuat dan diterima; 

(2) Pemberkasan  Arsip  Aktif  dilaksanakan 
berdasarkan klasifikasi Arsip; 

(3) Pemberkasan  Arsip  Aktif  dilaksanakan  melalui  

prosedur pemeriksaan, penentuan indeks, 
penentuan kode, tunjuk silang (apabila ada), 
pelabelan dan penyusunan daftar Arsip; 

(4) Daftar Arsip Aktif terdiri atas daftar berkas dan 
daftar isi berkas; 

(5) Unit pengolah menyampaikan daftar Arsip Aktif 

kepada unit kearsipan  pada  tiap  Pencipta  Arsip  
paling  lama  6  (enam) bulan setelah pelaksanaan 
kegiatan. 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka pemeliharaan arsip dapat dilakukan 
alih media arsip; 

(2) Alih media arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pelaksanaannya  mengacu  kepada  peraturan  
perundang-undangan; 

(3) Alih Media arsip dilaksanakan oleh Arsiparis 

dan/atau Pengelola Arsip yang memiliki kompetensi 
bidang Alih Media pada Unit Pengolah dan Unit 
Kearsipan; 

(4) Alih   Media   Arsip   diautentikasi   oleh   pimpinan   

di lingkungan Pencipta Arsip dengan memberikan 

tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau 
terkait dengan Arsip hasil Alih Media; 

(5) Autentikasi Alih Media arsip sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin keabsahan 
Arsip. 
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Pasal 13 

(1) Alih Media arsip dilakukan dengan menggunakan
prasarana dan sarana serta teknologi yang

memenuhi standar sehingga dapat menjamin hasil
alih media sesuai dengan naskah aslinya;

(2) Sarana prasarana yang digunakan dalam Alih Media

Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
alat pemindai, pembaca, pengolah dan penyimpan;

(3) Pelaksanaan Alih Media Arsip dilakukan dengan
membuat berita acara dan daftar arsip.

Bagian Keempat 

Pemeliharaan Arsip Inaktif 

Pasal 14 

(1) Pemeliharaan   Arsip   Inaktif   sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menjadi  

tanggung   jawab pimpinan Unit Kearsipan pada 
tiap Pencipta Arsip (Perangkat Daerah/Unit Kerja); 

(2) Pemeliharaan  Arsip  Inaktif  dilakukan  melalui
kegiatan penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif

yang dilaksanakan baik secara manual maupun

secara elektronik menggunakan sistem informasi
kearsipan terintegrasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pemeliharaan  Arsip  Inaktif  sebagaimana

dimaksud  pada ayat (2) menggunakan prasarana
dan sarana kearsipan sesuai dengan standar;

(4) Ketentuan teknis mengenai pemeliharaan Arsip
Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur

dalam Peraturan Walikota tentang Pemeliharaan
Arsip Inaktif.

Bagian Kelima 

Penyusutan Arsip 

Pasal 15 

(1) Penyusutan Arsip   sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf e menjadi   tanggung   jawab

pimpinan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan pada
tiap Pencipta Arsip;

(2) Pencipta arsip melakukan penyusutan arsip
berdasarkan JRA;

(3) Penyusutan Arsip  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan  melalui  kegiatan

a. Pemindahan Arsip Inaktif

b. Pemusnahan Arsip

c. Penyerahan arsip Statis

(4) Penyusutan arsip dilakukan terhadap arsip yang

dikelola secara manual maupun secara elektronik

menggunakan sistem informasi kearsipan terintegrasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(5) Ketentuan teknis mengenai penyusutan a rsip

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam
Peraturan Walikota tentang Penyusutan Arsip.
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Pasal 16 

Ketentuan teknis mengenai Tata Kearsipan 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

BAB IV 

KLASIFIKASI ARSIP 

Pasal  17 

(1) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b, digunakan sebagai dasar
pemberkasan,   penataan dan mendukung akses,
pemanfaatan arsip serta penyusutan arsip;

(2) Klasifikasi   Arsip  disusun  menggunakan kode

angka arab, diperinci secara Desimal, dengan

mempergunakan Tiga Angka Dasar, dilengkapi
dengan kode pembantu dan kode wilayah
Perangkat Daerah;

(3) Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan

mempergunakan prinsip perkembangan dari

umum ke khusus dalam hubungan masalah,
didahului oleh 3 perincian dasar, masing-masing

perincian pertama, perincian kedua dan perincian

ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai
jembatan penolong dalam menemukan kode
masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi;

(4) Klasifikasi Arsip dikelompokkan dalam 10

(sepuluh) pokok masalah, diberi kode 000 sampai

dengan 900, dari 10 pokok masalah ini terlebih
dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok)
dan tugas fasilitatif (penunjang).

Pasal  18 

(1) Sepuluh Kode Pokok Masalah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 4 ) sebagai berikut: 

000 Umum 

100 Pemerintahan 

200 Politik 

300 Keamanan dan Ketertiban 

400 Kesejahteraan 

500 Perekonomian 

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan 

700 Pengawasan  

800 Kepegawaian 

900 Keuangan 

(2) Penjabaran dari Sepuluh Kode Pokok Masalah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan
dalam Rincian Kode Klasifikasi Arsip;

(3) Rincian Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) serta cara penggunaannya
tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.
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BAB V 

PENUTUP 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka 
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Surabaya tentang Ketentuan-ketentuan mengenai  

Tata   Kearsipan Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II  Surabaya Nomor 91/WK/1981, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 20 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 26 September 2022 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di...... 
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Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 26 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 95 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN 

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 




